
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan 
Volume 6. No. 2. (2025), hlm 165-180 

ISSN Online : 2716-0777 
Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal 

 

 
DOI : https://doi.org/10.52423/neores.v6i2.1142  165 
 

Kajian Kuantitatif Hubungan Kompetensi Aparatur dan 

Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik 

 Verto Septiandika 1*; Supriyanto 2 ; Mastina Maksin 3 ; Riesta Ayu Oktarina 4 ; Novita Wulandari 5 
1,2,3 Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia 
4 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi AWS, Surabaya, Indonesia 
5 Universitas Taman Siswa, Palembang, Indonesia 

*Correspondence:  verto.septiandika@upm.ac.id 

Date of submission: 10 May 2025 | Date of acceptance: 1 June 2025 

 
Kata kunci  
Kompetensi Aparatur, 
Teknologi Informasi, 
Kualitas Pelayanan Publik, 
Regresi Linier 

 
Keywords   
Civil Servant Competency, 
Information Technology, 
Quality Of Public Services, 
Linear Regression 

 

ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur dan 
penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor 
Kecamatan Kraksaan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan 
pendekatan regresi linier berganda, menggunakan data primer dari 133 responden 
yang terdiri atas masyarakat dan aparatur Kecamatan. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan (F-statistik = 80.84; p < 0.01), 
dengan nilai R-squared 0.5543, mengindikasikan bahwa 55.43% variasi kualitas 
pelayanan publik dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen. Penggunaan 
teknologi informasi terbukti memiliki pengaruh dominan (koefisien = 0.537; p < 
0.01), menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan penggunaan TI akan 
meningkatkan kualitas pelayanan sebesar 0.537 satuan. Sementara itu, kompetensi 
aparatur juga berpengaruh positif, meskipun lebih moderat (koefisien = 0.163; p 
< 0.01). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya modernisasi pelayanan melalui 
teknologi sekaligus peningkatan kapasitas SDM aparatur. Implikasi penelitian ini 
menekankan perlunya kebijakan yang berfokus pada: (1) penguatan infrastruktur 
TI, (2) pelatihan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, dan (3) integrasi antara 
teknologi dan SDM untuk optimalisasi pelayanan.  

ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of civil servant competence and the use 
of information technology on the quality of public services at the Kraksaan 
Subdistric Office. The method used is quantitative with a multiple linear 
regression approach, using primary data from 133 respondents consisting of the 
community and village officials. The results of the analysis show that the overall 
regression model is significant (F-statistic = 80.84; p < 0.01), with an R-squared 
value of 0.5543, indicating that 55.43% of the variation in the quality of public 
services can be explained by the two independent variables. The use of 
information technology is proven to have a dominant influence (coefficient = 
0.537; p < 0.01), indicating that every one unit increase in IT use will increase the 
quality of service by 0.537 units. Meanwhile, civil servant competence also has a 
positive effect, although more moderate (coefficient = 0.163; p < 0.01). This 
finding underlines the importance of modernizing services through technology as 
well as increasing the capacity of civil servant human resources. The implications 
of this study emphasize the need for policies that focus on: (1) strengthening IT 
infrastructure, (2) continuous training of civil servant competencies, and (3) 
integration between technology and human resources to optimize services. 
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan ujung tombak pemerintahan dalam berinteraksi 

dengan masyarakat. Mengingat pentingnya pelayanan publik, Indonesia memiliki 

regulasi yang mengatur tata kelola pelayanan publik mulai dari tingkat lembaga dan 

pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Undang Undang Nomor 22/ 2009, 2009, hlm. 25). Selain itu 

pemerintah juga menetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 (Kadir, 2023). Sedangkan di 

tingkat evaluasi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(MenpanRB) menerapkan Permen Nomor 14 Tahun 2017 yang menjadi panduan 

nasional mengukur kualitas pelayanan publik yang menghasilkan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Aprilia & Puspitarini, 2021).  

Di Indonesia, kecamatan sebagai institusi pemerintahan terdepan memikul 

tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga. 

Pelayanan dasar yang dikelola oleh kecamatan dapat meliputi pelayanan kesehatan 

melalui puskesmas, administrasi kependudukan, dan kegiatan lainnya sebagai 

pelaksana program-program daerah di tingkat desa. Berbagai penelitian secara 

kualitatif yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat telah menunjukkan 

pelayanan administratif yang memuaskan (Ombudsman RI, 2020). Namun 

demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian barang publik yang 

dimaksud. Ini adalah kesenjangan yang cukup nyata. Pelayan publik masih didapati 

datang terlambat atau tidak segera kembali ke meja tugas, padahal barang publik 

seperti sertifikat harus diproses segera (Ombudsman RI, 2023). Dampak 

ketidaksiapan ialah penumpukan pelayanan seperti yang terjadi pada Samsat 

wilayah Jawa Barat. Akhirnya, usulan untuk menambah kuantitas dan kualitas 

sumber daya manusia menjadi tuntutan (Erna, 2025). 

Untuk mengatasi persoalan di atas, maka teknologi dan informasi mulai dilirik 

dan diintegrasikan ke pelayanan publik secara masif. Ini menandai era digitalisasi 

pelayanan. Era digital ini telah mengubah pola harapan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, akurat, dan dapat 

diakses dengan mudah. Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik 

menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari karena penggunaan 

teknologi informasi dalam pelayanan publik telah terbukti meningkatkan efisiensi 

dan transparansi di berbagai negara (Osborne & Brown, 2013). 

Penggunaan teknologi informasi (TI) menjadi variabel krusial dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diungkapkan dalam 

berbagai penelitian. Cholidah dan Choiriyah (2024) menunjukkan bahwa penerapan 

sistem informasi mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi. 

Hal serupa ditemukan oleh Ramadhania dkk. (2023) dalam studi tentang aplikasi 

Jakarta Kini (JAKI), yang membuktikan bahwa e-government meningkatkan efisiensi 

dan akuntabilitas layanan publik.  Luthfillah dan Sutisna (2023) juga 
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menggarisbawahi bahwa sistem Single Submission memperpendek waktu perizinan 

melalui digitalisasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan 

masyarakat. Secara umum, inovasi TI mampu menyederhanakan prosedur yang 

sebelumnya rumit.   

Di sisi lain, Djumadin dan Yahya (2023) serta Esih dan Rudiana (2023) 

menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi TI bagi aparatur pemerintah agar 

adaptif terhadap perubahan teknologi. Tanpa peningkatan kapasitas SDM, 

optimalisasi sistem TI tidak akan maksimal (Kadir, 2023). Lebih jauh, Karunia dkk. 

(2020) dan Muliani & Tukiman (2024) menegaskan bahwa integrasi TI dalam 

layanan publik dapat mempercepat responsivitas dan akurasi data.  Dengan 

demikian, variabel penggunaan teknologi informasi berperan sentral dalam 

menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berkualitas. Namun, 

keberhasilannya juga bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi aparatur, 

dan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan digital.   

Kompetensi aparatur sipil negara (ASN) merupakan faktor kunci dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Adhivinna, Selawati, & Umam 

(2022), kompetensi aparatur tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, 

tetapi juga integritas dan pemahaman terhadap sistem pengendalian internal, yang 

dapat mencegah penyalahgunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Dewi dkk. (2022) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu, 

dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa.   

Di era digital, kompetensi aparatur semakin kompleks. Herwanto dkk. (2024) 

menjelaskan bahwa aparatur harus memiliki kemampuan adaptasi teknologi untuk 

meningkatkan efisiensi pelayanan. Misalnya dalam pengelolaan dana desa dapat 

lebih efektif jika didukung oleh aparatur yang kompeten (Juniarti & Inapty, 2022).  

Pelatihan dan pengembangan SDM menjadi solusi utama dalam meningkatkan 

kompetensi aparatur. Pelatihan pun perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dapat 

memperkuat kapasitas ASN dalam menjalankan tugasnya (Lase & Ndraha, 2023). 

Dengan demikian, terdapat kebutuhan kebijakan untuk mengembangkan  

menekankan pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan 

organisasi (Lastiwi & Suryono, 2022).   

Dengan demikian, terdapat korelasi antara penggunaan teknologi informasi 

(TI) dengan kompetensi aparatur dalam meningkatkan kualitas layanan publik. 

Akan tetapi, hubungan antara ketiganya belum diliat sebagai faktor-faktor yang 

saling berkaitan. Selama ini penelitian tentang kompetensi aparatur diteliti secara 

terpisah maupun bersama-sama dengan peningkatan kualitas layanan publik dalam 

kajian evaluasi maupun implementasi kebijakan (Muliani & Tukiman, 2024; 

Riyadiana & Reviandani, 2024). Padahal peningkatan kompetensi aparatur melalui 

pelatihan, penguatan moralitas, dan adaptasi teknologi menjadi kunci dalam 
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mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel (Yasa 

dkk., 2021).  

Berdasarkan dua fokus tersebut yakni penggunaan TI dan kompetensi 

aparatur merupakan bagian dari kajian strategis pengembangan sumber daya 

manusia. Dalam ranah kualitas pelayanan publik, teori Resource-Based View (RBV) 

menawarkan perspektif strategis unik yang berargumen bahwa keunggulan dalam 

pelayanan, termasuk kualitasnya, sangat bergantung pada sumber daya internal 

yang dimiliki oleh sebuah instansi pemerintah (Barney & Clark, 2007). Tidak hanya 

mencakup hal-hal fisik seperti gedung dan teknologi, tetapi juga sumber daya tak 

berwujud seperti kompetensi dan motivasi pegawai, hingga budaya organisasi yang 

kuat (Rahman & Mas’ud, 2022). Sebuah instansi pelayanan publik yang mampu 

menyediakan layanan berkualitas tinggi secara berkelanjutan biasanya memiliki 

sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru oleh instansi lain, serta terorganisir 

dengan baik untuk dimanfaatkan secara maksimal. RBV mengajak instansi untuk 

introspeksi dan mengidentifikasi kekuatan internalnya sebagai fondasi utama 

peningkatan mutu pelayanan.  

Berbeda namun melengkapi RBV, model SERVQUAL secara spesifik 

dirancang untuk mengukur dan memahami kualitas jasa dari sudut pandang 

penerima layanan. Teori ini berpusat pada konsep kesenjangan (gap) antara apa yang 

diharapkan masyarakat dari sebuah layanan publik dan apa yang mereka rasakan 

setelah menerima layanan tersebut (Masruroh & Rahmaningtyas, 2020). SERVQUAL 

mengidentifikasi lima dimensi krusial yang membentuk persepsi kualitas, yaitu: 

Tangibles (bukti fisik seperti fasilitas dan penampilan petugas), Reliability (keandalan 

dalam memenuhi janji pelayanan), Responsiveness (daya tanggap dan kesigapan 

petugas), Assurance (jaminan kepercayaan dan kompetensi petugas), serta Empathy 

(perhatian dan kepedulian personal). Dengan memahami kelima dimensi ini, 

instansi publik dapat pinpoint area mana saja yang perlu diperbaiki untuk 

menyelaraskan harapan dan persepsi masyarakat, sehingga kualitas pelayanan 

dapat ditingkatkan secara efektif.  

Berdasarkan pengamatan awal di Kantor Kecamatan Kraksaan, ditemukan 

beberapa ketidaksiapan mendasar. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi 

masih sangat terbatas dan belum optimal. Kedua, terdapat kesenjangan kompetensi 

yang signifikan di antara para aparatur. Observasi melihat kesenjangan terlihat pada 

aparat dengan perbedaan usia yang signifikan. Aparatur daerah dengan usia di atas 

empat puluh tahun memiliki kecakapan teknologi yang lebih rendah daripada 

mereka yang usia antara 20-30 tahun. Ini merupakan kesenjangan yang dampaknya 

belum dieksplorasi dalam berbagai penelitian terdahulu.  

Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, seberapa 

besar pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan 

publik? Kedua, bagaimana kontribusi kompetensi aparatur dalam menentukan 

kualitas pelayanan? Ketiga, faktor mana yang lebih dominan dalam mempengaruhi 
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kualitas pelayanan? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 

kebutuhan akan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi aparat melalui 

pemanfaatan teknologi informasi.  

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi teknologi 

informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan. Di sisi lain, 

kompetensi aparatur juga terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini berupaya mengisi celah dengan 

meneliti interaksi antara kedua faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan dua 

kerangka teoretis utama. Pertama, teori Resource-Based View yang memandang 

teknologi dan SDM sebagai sumber daya strategis. Kedua, model SERVQUAL yang 

memberikan kerangka untuk menilai kualitas pelayanan (Yulianto & Ginanjar, 

2020). Kedua hal ini belum pernah digabung menjadi suatu pendekatan yang 

holistik untuk dapat menjelaskan hubungan antara kompetensi aparatur dan 

penggunaan TI terhadap kualitas layanan publik. Karena itu, perlu ada penelitian 

untuk mengetahui hubungan tersebut sehingga bermanfaat untuk mendorong 

pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui rekomendasi kebijakan berbasis 

temuan empiris untuk perbaikan pelayanan.   

 

Metode 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 

berganda dengan variabel terikat yakni kualitas pelayanan publik dan variabel 

bebas yang terdiri atas kompetensi aparatur dan penggunaan teknologi informasi 

(TI) oleh aparatur tersebut. Analisis regresi berganda dilakukan dengan 

mengkombinasikan fitur regresi dan Contour Plot dalam STATA 16. Adapun 

ringkasan dari desain kuantitatif diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. 
Tabel 1. Ringkasan Statistik dari Variabel-Variabel yang diteliti 

 

Jumlah observasi 

(sampel) 

133 Analisis dilakukan 

pada 

9 Mei 2025 

Jumlah variabel 3   

 

Variable name Storage 

type 

Variable label 

kualitas 

pelayanan_kecamatan 

Float Nilai terhadap indiaktor pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan pengalaman 

bekerja 

penggunaan_ti Float Pemanfaatan teknologi seperti sistem 

komputer, aplikasi, internet dan perangkat 

lunak lainnya 

kompetensi_aparatur float Tingkat pelayanan yang diberikan oleh 

Kecamatan Kraksaan dalam memenuhi 

harapan masyarakat 

Sumber : Data Primer Peneliti, 2025 
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 “Kompetensi Aparatur” sebagai X1 dalam penelitian ini merujuk pada 

kapabilitas menyeluruh yang dimiliki oleh staf Kecamatan dalam menjalankan tugas 

pelayanan publik. Aspek ini mencakup empat komponen utama, yaitu (1) 

penguasaan pengetahuan terhadap regulasi dan prosedur pelayanan, (2) 

keterampilan teknis dalam menangani administrasi publik, (3) sikap pelayanan yang 

mencerminkan keramahan dan profesionalisme, serta (4) akumulasi pengalaman 

kerja di bidang pelayanan masyarakat. Pengukuran variabel ini dilakukan melalui 

kuesioner dengan skala Likert 1-5 yang menilai persepsi masyarakat dan rekan 

sejawat, dilengkapi observasi langsung terhadap kinerja harian aparatur. 

 “Penggunaan Teknologi Informasi (TI)” sebagai X2 didefinisikan sebagai 

tingkat pemanfaatan perangkat digital dalam operasional pelayanan kecamatan. 

Variabel ini dievaluasi melalui empat indikator kunci: (1) kelengkapan infrastruktur 

TI seperti komputer dan jaringan internet, (2) frekuensi penggunaan sistem 

informasi khusus (misalnya SIPP atau aplikasi internal), (3) ketersediaan layanan 

berbasis online bagi masyarakat, dan (4) kompetensi digital staf dalam 

mengoperasikan perangkat TI. Data dikumpulkan melalui kombinasi kuesioner 

persepsi staf dan masyarakat serta reviu dokumen teknis kecamatan dan diukur 

dalam Skala Likert. 

 “Kualitas Pelayanan Publik” sebagai Y diartikan sebagai tingkat kesesuaian 

antara harapan masyarakat dengan realitas layanan yang diterima. Penelitian ini 

mengadopsi model SERVQUAL dengan lima dimensi pengukuran: (1) bukti fisik 

berupa kondisi sarana prasarana, (2) keandalan dalam memenuhi janji pelayanan, 

(3) daya tanggap terhadap kebutuhan warga, (4) jaminan kompetensi dan 

kredibilitas petugas, serta (5) empati dalam memahami kondisi khusus masyarakat 

(Zuraidah, 2021). Pengumpulan data menggunakan kuesioner kepuasan masyarakat 

dan analisis dokumen kinerja kecamatan.  

 Data primer diperoleh dari responden masyarakat pengguna layanan dan 

aparatur kecamatan, sedangkan data sekunder bersumber dari arsip administrasi, 

teknologi yang ada dan digunakan, dan laporan tahunan. Analisis data dilakukan 

dengan uji regresi linier berganda untuk mengukur kontribusi masing-masing 

variabel independen terhadap kualitas pelayanan. Adapun pertanyaan penelitian 

meliputi : (1) pengaruh signifikan antara kompetensi aparatur terhadap kualitas 

pelayanan publik, (2) adakah pengaruh signifikan antara penggunaan TI terhadap 

kualitas pelayanan publik, (3) adakah pengaruh signifikan antara kompetensi 

aparatur dan penggunaan TI secara bersama sama terhadap kualitas pelayanan 

publik. Jangkauan waktu penelitian dilakukan pada semester pertama tahun 2025. 

Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap kebutuhan kebijakan untuk 

meningkatkan tingkat keterlibatan aparatur di organisasi sektor publik untuk lebih 

meningkatkan engagement dengan berbagai teknologi informasi dengan tujuan 

pelayanan publik kepada masyarakat lebih berkualitas dan bermutu.  
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 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. 

Sampel penelitian terdiri dari 133 responden yang meliputi aparatur kecamatan dan 

masyarakat pengguna layanan. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik snowball sampling yang mana setiap responden merekomendasikan 

responden satu dan lainnya. Ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan di kantor 

kecamatan dan desa-desa di wilayahnya. Analisis data dilakukan menggunakan 

teknik Regresi Linier Berganda menggunakan STATA 16 untuk menguji pengaruh 

variabel independen yakni kompetensi aparatur dan penggunaan TI terhadap 

variabel dependen yakni kualitas layanan publik. Uji validitas dan reliabilitas 

dilakukan dengan memanfaatkan fitur korelasi dan menghasilkan gambar seperti di 

bawah ini. 

Gambar 2. Uji validitas menggunakan Korelasi antarvariabel yang diteliti 

 
Sumber: data primer peneliti, 2025 

 Gambar 2 menunjukkan bahwa ketiga variabel utama dalam penelitian Anda 

(kompetensi aparatur, penggunaan TI, dan kualitas pelayanan publik) saling 

memiliki hubungan positif yang kuat. Ini adalah informasi penting untuk 

memahami hubungan antar variabel secara umum, tetapi tidak secara langsung 

merupakan hasil dari uji validitas butir kuesioner. 

 Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha 

yang menghasilkan gambar seperti di bawah ini: 

Gambar 3. Uji Reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha 

 
Sumber: data primer peneliti, 2025 

 Berdasarkan gambar 3 maka diketahui tingkat reliabilitas dari variabel yang 

diteliti di atas 0.6 yang menunjukkan model memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 
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Hasil dan Pembahasan  

Kuesioner yang diisi oleh 133 responden dianalisis dalam suatu pendekatan 

kuantitatif dalam analisis regresi berganda. Adapun uji validitas dan uji reliabilitas 

menghasilkan gambar 4 seperti di bawah ini. 

Gambar 4. Visualisasi Uji Cronbach’s Alpha menggunakan Scatter Plot (kiri) dan Reliabilitas Model 

(kanan) 

 

Sumber: data primer peneliti, 2025 

 Gambar 4 memperlihatkan bahwa titik-titik cenderung menyebar dari kiri 

bawah ke kanan atas. Ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara 

Penggunaan Teknologi Informasi dan Kualitas Pelayanan Publik. Artinya, seiring 

dengan peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi, Kualitas Pelayanan Publik 

juga cenderung meningkat. Garis regresi yang miring ke atas semakin memperkuat 

kesimpulan ini, menunjukkan bahwa secara rata-rata, ada korelasi positif yang jelas 

antara kedua variabel yang ditampilkan. 

 Adapun analisis ini menghasilkan gambaran deskriptif sebagai berikut yang 

bermanfaat untuk mengetahui tingkat pengaruh dan signifikansinya pada variabel-

variabel yang diteliti.    
Gambar 5. Hasil Analisis Regresi Variabel-Variabel yang diteliti 

 

Sumber : Data primer peneliti, 2025 

 Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa model yang terdiri 

dari variabel penggunaan teknologi informasi dan kompetensi aparatur secara 

signifikan memengaruhi kualitas pelayanan publik. Dengan jumlah observasi 
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sebanyak 133, model ini menghasilkan nilai F-statistik sebesar 80.84 dan signifikansi 

0.000, yang mengindikasikan bahwa “kompetensi aparatur” dan “penggunaan TI” 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel 

“kualitas layanan publik”. Nilai R-squared sebesar 0.5543 menunjukkan bahwa 

55.43% variasi dalam kualitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh penggunaan 

teknologi informasi dan kompetensi aparatur, sementara sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar model. 

 Variabel penggunaan TI memberikan pengaruh positif yang kuat terhadap 

kualitas pelayanan publik, dengan koefisien regresi sebesar 0.537. Hal ini berarti 

setiap peningkatan satu satuan dalam penggunaan teknologi informasi akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sebesar 0.537 satuan. Nilai t-statistik 

sebesar 7.57 dengan signifikansi 0.000 (p < 0.01) mengonfirmasi bahwa pengaruh ini 

sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan TI merupakan faktor 

dominan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

 Sementara itu, kompetensi aparatur juga memberikan pengaruh positif, 

meskipun lebih moderat, dengan koefisien regresi sebesar 0.163. Artinya, setiap 

peningkatan satu satuan dalam kompetensi aparatur akan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik sebesar 0.163 satuan. Nilai t-statistik 3.37 dan signifikansi 0.001 (p 

< 0.01) menunjukkan bahwa pengaruh ini tetap signifikan secara statistik. Ini 

memperlihatkan bahwa kompetensi aparatur berkontribusi secara nyata, meskipun 

tidak sebesar penggunaan TI. Adjusted R-squared sebesar 0.547 mengindikasikan 

bahwa model memiliki daya prediksi yang cukup baik, dengan Root MSE sebesar 

0.231 yang mencerminkan kesalahan prediksi yang relatif kecil. 

Adapun rumus regresi dari hasil analisis di atas sebagai berikut: 

𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 = 0.827 + 0.53712𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛_𝑡𝑖 + 0.1632𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 + 𝑒

      

 Gambar 2 yang menyajikan data statistik regresi tentang tingkat pengaruh 

dan signifikan variabel-variabel yang diteliti dianggap tidak benar-benar 

menggambarkan interaksi ketiga variabel. Karena itu, contour plot dipilih untuk 

dapat mengilustrasikan interpretasi ketiga variabel secara lebih mudah dipahami. 

Adapun hasil dari contour plot tersebut diilustrasikan dalam gambar 3 di bawah ini. 
Gambar 6. Visualisasi Hubungan antarvariabel dalam Contour Plot 

 
Sumber : Data Primer Peneliti, 2025 
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 Data yang tersaji dalam contour plot menunjukkan pola menarik tentang 

hubungan antara kompetensi aparatur, penggunaan teknologi informasi, dan 

kualitas pelayanan publik. Variasi nilai pada masing-masing variabel memberikan 

gambaran yang jelas tentang dinamika ketiganya.   

 Kompetensi aparatur tercatat memiliki rentang nilai antara 2.5 hingga 4.5. 

Nilai-nilai ini mencerminkan variasi kemampuan aparatur dalam aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelayanan. Terlihat bahwa aparatur dengan 

kompetensi tinggi (skor ≥4.0) cenderung memberikan pelayanan yang lebih baik, 

terutama ketika didukung oleh penggunaan TI yang memadai. Sebaliknya, 

meskipun penggunaan TI cukup baik, kualitas pelayanan tetap terbatas jika 

kompetensi aparatur berada pada level rendah (skor ≤3.0).   

 Penggunaan TI menunjukkan distribusi nilai antara 2.5 hingga 4.0. Data 

mengungkapkan bahwa pemanfaatan TI dengan skor tinggi (≥3.5) secara signifikan 

meningkatkan efisiensi pelayanan, khususnya ketika dioperasikan oleh aparatur 

dengan kompetensi minimal 3.0. Contoh nyata terlihat pada titik dimana TI bernilai 

4.0 dan kompetensi aparatur 3.5 - kombinasi ini menghasilkan kualitas pelayanan 

optimal. Di sisi lain, penggunaan TI dengan skor rendah (≤3.0) membatasi kualitas 

pelayanan meskipun kompetensi aparatur tergolong baik.   

 Interaksi antara kedua variabel ini menunjukkan pola yang menarik. Sinergi 

optimal terjadi ketika kompetensi aparatur mencapai ≥4.0 dan penggunaan TI ≥3.5, 

menghasilkan kualitas pelayanan tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa teknologi 

hanya dapat berfungsi maksimal ketika ditangani oleh SDM yang kompeten. 

Sebaliknya, ketimpangan terjadi jika salah satu faktor lemah - misalnya TI bernilai 

2.5 meskipun kompetensi aparatur mencapai 4.5 - yang berakibat pada kualitas 

pelayanan yang tidak mencapai potensi penuh.   

Implikasi Teoritis terhadap Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Implikasi kebijakan selanjutnya adalah perlunya pembaruan kerangka kerja 

dan sistem manajemen SDM untuk mendukung sinergi ini. Ini termasuk revisi 

standar kompetensi jabatan yang kini harus mencakup literasi digital dan 

kemampuan adaptasi teknologi. Sistem rekrutmen dan seleksi aparatur juga perlu 

disesuaikan untuk mengidentifikasi calon-calon yang tidak hanya memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dasar, tetapi juga potensi untuk berkembang di 

lingkungan digital yang dinamis. Lebih jauh, sistem penilaian kinerja harus 

merefleksikan kontribusi aparatur dalam memanfaatkan TI dan meningkatkan 

kualitas pelayanan. Aspek pengakuan dan penghargaan (reward system) juga perlu 

diperbarui untuk mengapresiasi aparatur yang menunjukkan inisiatif dan 

keunggulan dalam memanfaatkan TI untuk pelayanan publik. 

Temuan ini juga memberikan penekanan pada urgensi budaya organisasi yang 

mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Peningkatan kompetensi dan 

adopsi TI tidak akan optimal tanpa lingkungan kerja yang mendorong eksperimen, 

kolaborasi lintas fungsi, dan kesediaan untuk belajar dari kegagalan. Kebijakan SDM 
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harus mencakup inisiatif untuk membangun budaya ini, misalnya melalui program 

mentorship, komunitas praktisi, atau forum berbagi pengetahuan. Ini sejalan dengan 

penelitian Herwanto (2024) yang menekankan kebutuhan kompetensi Aparatur 

Sipil Negara di era digital dan afirmasi Djumadin & Yahya (2023) tentang sinergi 

sumber daya manusia dan efisiensi. Strategi seperti pengembangan kompetensi PNS 

melalui pelatihan non-klasikal (e-learning) seperti yang disarankan Basri & Johannes 

(2022) menjadi sangat relevan, memungkinkan aparatur untuk terus belajar dan 

beradaptasi dengan perubahan TI (Ratnasari, Sinaga, & Hadi, 2021) tanpa terbatas 

ruang dan waktu. Kontrol internal yang kuat, sebagaimana ditekankan Zulkifl, 

Sandrayati, & Ariani (2021), juga krusial untuk memastikan bahwa peningkatan 

kompetensi dan pemanfaatan TI berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak 

yang diharapkan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan 

publik adalah produk dari interaksi dinamis antara kompetensi aparatur dan 

pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan pengembangan SDM di sektor publik 

harus bergerak melampaui pendekatan silau (siloed approach) dan mengadopsi 

strategi yang terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan. Ini berarti investasi pada 

pelatihan kompetensi yang relevan dengan TI, pembentukan budaya digital, revisi 

sistem manajemen SDM, dan pembangunan infrastruktur teknologi yang didukung 

oleh kemampuan manusia yang mumpuni. Hanya dengan pendekatan terpadu ini, 

pemerintah dapat mencapai visi pelayanan publik yang efisien, transparan, dan 

berorientasi pada kepuasan masyarakat di era digital. 

 

Kesimpulan 

 Penelitian ini telah menyelidiki secara mendalam hubungan antara 

penggunaan teknologi informasi (TI) dan kompetensi aparatur terhadap kualitas 

pelayanan publik. Berdasarkan analisis data yang komprehensif, dapat disimpulkan 

bahwa kedua faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil regresi secara statistik menunjukkan 

bahwa baik penggunaan TI maupun kompetensi aparatur, baik secara individual 

maupun bersama-sama, berperan penting dalam menjelaskan variasi yang terjadi 

pada kualitas pelayanan publik. Model penelitian ini berhasil menjelaskan sebanyak 

55.43% dari total variasi dalam kualitas pelayanan publik, mengindikasikan bahwa 

kedua variabel independen ini adalah prediktor yang kuat dan relevan. 

 Secara lebih rinci, temuan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi 

informasi memiliki kontribusi yang substansial dan positif terhadap kualitas 

pelayanan publik. Koefisien regresi yang signifikan secara statistik menegaskan 

bahwa investasi dan pemanfaatan TI yang lebih tinggi berkorelasi langsung dengan 

peningkatan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Teknologi berperan 

sebagai katalisator efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses, yang pada 

gilirannya meningkatkan kepuasan publik. Tidak kalah penting, kompetensi 
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aparatur juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

pelayanan publik. Hal ini menggarisbawahi bahwa kualitas sumber daya manusia 

merupakan elemen inti. Aparatur yang dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang memadai tidak hanya mampu mengoptimalkan perangkat TI, tetapi 

juga mampu menghadirkan interaksi layanan yang responsif, akurat, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sinergi antara keduanya menjadi kunci; 

kualitas pelayanan optimal tercapai ketika teknologi yang canggih dioperasikan 

oleh sumber daya manusia yang kompeten. 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan afirmasi yang kuat terhadap 

Resource-Based View (RBV), menegaskan bahwa kapabilitas teknologi dan 

kompetensi sumber daya manusia adalah aset strategis yang memberikan 

keunggulan kompetitif bagi organisasi pelayanan publik dalam menyediakan 

layanan berkualitas. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman dimensi 

SERVQUAL, khususnya Reliability dan Responsiveness, dengan menunjukkan 

bagaimana kontribusi TI dan kompetensi aparatur secara langsung memengaruhi 

keandalan dan daya tanggap layanan. Lebih lanjut, temuan ini sejalan dengan 

literatur kontemporer yang menekankan bahwa transformasi digital di sektor publik 

harus diiringi dengan pengembangan kompetensi SDM yang adaptif dan inovatif. 

 Meskipun demikian, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. 

Pertama, sifat cross-sectional dari pengumpulan data membatasi kemampuan untuk 

menarik kesimpulan kausalitas yang definitive atau mengamati dinamika perubahan 

hubungan antar variabel dari waktu ke waktu. Kedua, lingkup variabel independen 

terbatas pada penggunaan TI dan kompetensi aparatur, padahal kualitas pelayanan 

publik dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal lain yang kompleks.  

 Dengan mempertimbangkan keterbatasan ini, penelitian di masa depan dapat 

direkomendasikan untuk mengadopsi metodologi campuran (mixed methods), yang 

mengintegrasikan data kuantitatif dengan wawasan kualitatif melalui wawancara 

mendalam atau diskusi kelompok terfokus, guna menangkap kompleksitas interaksi 

antar variabel. Studi longitudinal juga sangat dianjurkan untuk mengamati evolusi 

hubungan seiring waktu dan memperkuat inferensi kausal. Selain itu, penelitian 

selanjutnya dapat memperluas kerangka model dengan menyertakan variabel lain 

seperti kepemimpinan digital, budaya organisasi, partisipasi masyarakat, atau 

regulasi yang relevan. Melakukan studi komparatif antar instansi dengan 

karakteristik yang berbeda juga akan memberikan pemahaman yang lebih kaya 

tentang bagaimana konteks memoderasi hubungan ini. Terakhir, penelitian lebih 

lanjut dapat fokus pada dimensi spesifik dari kualitas pelayanan, menganalisis 

bagaimana TI dan kompetensi aparatur secara unik memengaruhi aspek-aspek 

seperti kecepatan, akurasi, atau keramahan layanan. 
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